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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 3 TAITUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT SWADANA DAERAH

a.

KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomar 12 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12
Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu
diganti ;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu
menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus
dengan Peraturan Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;

Undang-undang Nomar 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848) ;

pPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Re-
tribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ke -
wenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
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Memperhatikan

u«un/Kvardokaqn (Lemb

T Y .
tﬂ:?turtn Fresiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pem
¢ an Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebang-

aran Negara Tahun 1960 Nomor

10U, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2041)

Keputusan Presiden

Uy Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

yusunan pPeraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerin-
tah dan Rancangan Keputusan Presiden
Keputusan Menteri

96y Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI1/

tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah

Reputusan Menteri
1997 te

Tatacar

Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun
QtJng Petunjuk Teknis Pangusulan, Penetapan dan
a4 Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

Ltentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi
Daerah

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
883 /MENKES/SKB/VII1 /1998
NEGETF]l HOMOF s
060.440 - 915
dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero)
Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.

tentang Tarif

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 17 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus menjadi Unit Swadana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Kudus Tahun 1992 Nomor 14)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1IT
Kudus Tahun 1997 Nomor 11)

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/06/2001 tentang
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus untuk menjadi
Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSIKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI PE-
LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT
SWADANA DAERAH KABUPATEN KUDUS.
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RETENTUAN UMUM

Pasal
Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupatan Kudus
" Eﬁg:gi?th Kabupate adal ah Pemerintah  Kabupaten
G. Bupati adalah Bupati Kuduys

e.

g.

m.

qugh.ﬁakiL qum Daerah upit Swadana Daerah yang se -
1nn4ulnya'd151ngk3L RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Unit Swadana Daerah milik dan dikelola oleh

Pamerintah Kabupaten Kudus | yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan

Dinas Pendapatan Daerah

; adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus

Direktur Rumah  Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Unit Swadana Daer

ah Kabupaten Kudus

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus
Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan
kesehatan (promotif). pencegahan penyakit (preventif),
pengobgtén penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabllltatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh,
terpadu, dan berkesinambungan ;

Visite Dokter adala
ruang rawat inap

>

h kunjungan Dokter kepada pasien di

Konsultasi Medis adalah pemeriksaan pasien oleh dokter
dan atau permohonan pe

p ! meriksaan dokter satu kepada
dokter lain demi usaha penyembuhan pasien ;

Dokter Tamu adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau
dokter dari luar Rumah Sakit Umum Daerah yang merujuk
pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah dari Praktek swasta:
Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien
yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayan-
an kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit :

3

Pelayanan Rawat Jalan adalah

) pelayanan terhadap pasien
yang masuk Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik

dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang
Rawat Inap ;

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah :

Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia,
alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lain yang
digunakan langsung atau tidak langsung‘qalam rangka
cbservasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik,
dan pelayanan kesehatan lainnya ;

Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif)
atau non pembedahan (non operatif), pelaksan@an pe-—
layanan kesehatan dalam rangka menegakkan Q1agnosa,
pengobatan, rehabilitasi, dan visuimn di semua
instalasi

a. Tindakan .....
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aa.

ab.

IJUdﬁ%an Kolaboras i adalah tindak
Sanakan olaeh Lenaga medis dan

AN medis yang dilak -
Lenaga Paramedis

dapat diserahkan kepada
Pelayanan

Penunjan 15
menunjang o Lools

adalah pelayanan :
: PR S . ; 2lays intuk
renegakan diagnosis dan terapl
Pelavanan P j
2laye enungang  Non Medis - :
diberikan yang Mmoot

Jang i pelayanan varn.
s secara tidak langs reah
pelavanan medis -

ung berkattan dengan

Laboratorium adalah sarana ke
Prelayanan pemeriksaan
pengu)ian Lterhadap b
Manusia atau bahan
penentuan jenis
keqehatan, atau

pada kesehatan

sehatan yang melaksanakan
pPenaukuran . penetapan, dan
ahan-bahan yang berasal dari
bukan berasal dari manusia untuk
penyakit, penyebab penyakit, kondisi

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
perorangan dan masyarakat

D@lay@nan Konsul tasi
diberikan d
konsult

Khusus  adalah pelayanan yanc
alam bentuk konsul tasi -

g 3 psikologi, gizi, dan
asi lainnya :

Pelayanan Keperawatan

; adalah pelayanan terhadap pen-
derita yang dilaksanaka

n oleh tenaga paramedis

ie%ayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan
?b&hataﬁ untuk menunjang diagnostik yang bukan dengan
sihar rontgen ;

Pelayanan Radiologi adalah pelayan

an diagnostik dengan
menggunakan sinar

rontgent dan teknik imaging ;
Rghabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dengan
tindakan fisioterapi, terapi akupasional, terapi
wicara, ortotik/prosthetik, bimbingan sosial medis,
dan jasa psikologi H
Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan darurat dengan standar
pelayanan yang tinggi kepada masyarakat yang menderita
penyakit akut atau mengalami kecelakaan, diselenggara-—
kan selama 24 (dua puluh empat) Jjam serta membatasi
diri pada primary emergency care (perawatan kedarurat-—
an primer) ;
Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan ke -
pada penderita oleh dokter Rumah Sakit Umum Daesrah
maupun dokter tamu

Pelayanan Perawatan Intermediate adalah pelayanan yang
diberikan kepada penderita dalam keadaan sakit berat
yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus
serta tindakan segera di ruang khusus :

Pelayanan Unit Perawatan Intensif adalah Pelayangn
vang diberikan kepada Penderita dalam keadaan sakit
berat yang memerlukan pemantauan ketat dan teru;
menerus dengan alat khusus serta tindakan segera di
Unit Perawatan Intensif (ICU) ;

Jasa Sarana adalah 1imbalan yang. Qiterima oleh Rumah
Sakit atas pemakaian sarana, fa5111tas, .obat-obgtan,
bahan kimia dan alat kesehatan hab}s pgkal yang dlgun%
kan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, peng
obatan, rehabilitasi dan pencegahan ;
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af.

agq.

ah.

aj.

ak.

al.

am.

Jasa Keperawatan adalah

petugas non medis d
penaobatan, o

imbalan yang diterima oleh
alam rangka observasi , diagnosis,
an perawatan penderita

Jasa Medis adalah imh- i
S ad. imbalan yan d 1mé
dalam rangka observasi dia9 i Bl o

diagnosi gobe
perawatan penderits . Q 15, pengobatan, dan

Peserta Asuransi Kesehatan dan
Kesehatan lainnya adalah pegawai Negeri Sipil, Peneri-

mg Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, pekerja dan
masyarakat yang membayar ijuran untuk Jaminan pemeliha-
raan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehat-
an atau perusahaan/badan penjamin kesehatan '

Jaminan Pemeliharaan

Keluarga peserta adalah 1stra
sah atau anak angk
tunjangan sesuvai
berlakuy

atau suami dan anak yang
at peserta yang berhak menerima
peraturan perundang-undangan yang

Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam
Pergturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pem -
berian Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebang-
saan/Kemerdekaan, beserta keluarganya yang dinyatakan
pada Karty Pengenal/Identitas yang sah :
Orang tidak mampu / miskin adalah

1) mereka yang sama sekali tidak mampu membayar biaya
pelayanan kesehatan, yang dinyatakan dengan surat

reterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersang-
<utan

2) mereka yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang
dipelihara oleh badan-badan sosial atau rumah yatim
piatu pemerintah atau swasta yang sudah berbadan
hukum, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari
pimpinan badan sosial atau rumah yatim piatu yang
bersangkutan ;

Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat

membayar sejumlah uang dari tarif Kelas III B yang

dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/
Kelurahan yang bersangkutan

Penderita tahanan / narapidana adalah orang-orang yang
dihukum penjara atau dalam tahanan yang berwajib yang
harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah ;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan :
Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang

dikenakan terhadap pelayanan Kkesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran qtas.jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau badan ;

ap. Wajib .....



ap.

aq.

ar

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajib
kan untuk melakukan  pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atay pemotong relribusi Lertentu ;

Radan adalah statu bentuk  badan usaha yang meliputi
perseroan Lerbatas. pberseroan komanditer, perseroan
lainnya, Radan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan
nama §dn dalam bentulk apapun, persekutuan, perkumpul -
an, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
sejenis, lemb

serta bentuk badan usaha

Surat Ketetapan Retribus

selanjutnya disingkat B8KR
Retrib

Retrib

teru

(1) Pelayanan kesehatan di
T paramedis dan no
instalasi-instalasi R3UD.

med

Y

(2)

R O —h D 0o

=

(3)

Ins

by

W -h®m o0 o

— e

Surat

Usl yang

i
tang.

PELAYANA

is,

Instalasi-instalasi pelayanan
dimaksud ayat (1) Pasal ini

Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
kembangan

talasi Raw
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik

: Ketetapan
disingkat SKRD adalah surat
menentukan besarnya pokok ret

Usi karena
daripada Retr

aga dana pensiun, bentuk usaha tatap

lainnya :
Retribusi Daerah yang selanjutnya
ketetapan retribusi yang
ribusi

i Daerah Lebih Bayar yang
DLB adalah surat ketetapan
menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Jumlah kredit Retribusi lebih besar
busi yang terutang atau tidak seharusnya

BAB 1T

N KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 2

RSUD ditangani tenaga-tenaga
n medis yang bertugas pada

kesehatan

sebagaimana
, meliputi

Rawat Jalan
Rawat Inap :
Gawat Darurat Medis H
Perawatan Intensif >

Bedah Sentral

Radiologi

Patologi Klinik dan Patologi Anatomi
Rehabilitasi Medik :
Farmasi

Gizi :

Pemulasaraan Jenazah :
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

lain yang mungkin diadakan
RSUD.

3

3

]

>

menurut per -

at Jalan RSUD, meliputi
Umum

Penyakit Dalam :

Kesehatan Anak :

Bedah ;

Kebidanan dan Penyakit Kandungan g
Gigl dan Mulut
Mata
Penyakit Paru-paru
Penyakit Syaraf :
Penyakit Kulit dan Kelamin :
Orthopedi

THT

5

>
3

3

m. Poliklinik



m. Poliklinik
0. Paliklinik
0. Poliklinik Penyakit Jiwa

P. Poliklinik lain yang mungkin diadakan menuruyg per-
kambangan RSUD .

Ate)

Psikologi
Gizi

Pasal 3

Pelayanan kesehatan di RSUD me

liputi
A

rawat jalan (Poliklinik RSUD)
b rawat inap, meliputi
1) perawatan di  Kelas Utama I,
Utama 1V A, Utama 1v B,
ITT A, dan Kelas 117 g

Utama 17, Utama I1I,
Kelas I, Kelas 11, Kelas

7) perawatan di Instalasi Perawatan Intensif
3) perawatan di Ruang Perawatan Intermediate
4) perawatan medis khusus

5)

/ Perawatan di Instalasi Gawat Darurat

Lindakan medis operabif

d. peirsalinan

visite dan konsultasi dokter

f. pemeriksaan dokter ahli  patologi klinik / patologi
anatomi

g. pelayanan radiologi

pemeriksaan radiologi dengan tindakan

1. pelayanan Rehabilitasi Medik ;

I t}ndakan kolaborasi/dependency -

kK. tindakan g9igl dan mulut

1 pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
m. tindakan psikologis :

n. laboratorium

0. ambulans

P. mobil jenazah ;

Q. pemulasaraan jenazah i

pelayanan Medico Legal (Visum et Repertum)
pemberian surat keterangan dokter 5
pelayanan lain-lain.

7

>
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BAB III
PEMBAGIAN KELAS

Pasal 4

(1) Kelas Perawatan di RSUD terdiri dari
a. Kelas Utama I, yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat
tidur dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar
mandi ;
Kelas Utama II, vaitu kamar dengan 1 (satu) tempat
tidur dengan fasilitas TV, kulkas, dan
mandi

c. Kelas Utama II1I, yaitu kamar dengan 2 {(dua) tempat
tidur dengan fasilitas Tv, AC, dan kamar mandi

kamar

3

d. Kelas Utama IV A, yaitu kamar dengan 2 (dua) tem -
pat tidur dengan fasilitas TV dan kamar mandi

€. Kelas Utama IV B, yaitu kamar dengan 1 (satu) tem-
pat tidur dengan fasilitas TV dan AC :

f.

Kelas I, yaitu kamar dengan 2 (dua) tempat tidur
g. Kelas 1II, yaitu kamar dengan 3
dengan 4 (empat) tempat tidur :

h. Kelas III A, vyaitu ruangan atau bangsal dengan 5

(1ima) sampai dengan 7 (tujuh) tempat tidur
i. Kelas III B, vyaitu ruangan atau bangsal dengan 8
(delapan) tempat tidur.

)

(tiga) sampai

(2) Penetapan .....
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

~~
Joid
~

Penetapan Kelas-kelas Rawal Inap dan pemberiarn Namd
ruangan akan diatur Yabih lanjut oleh Direkbur RSUD.

grAB TV
PELATYANAN RAWAT JALAN
Pasal 5

uUntuk pelayanan rawab jalan di RoUD dilaksanakan di
Tnstalasi Rawal Jalan yaitu Poliklinik RSUD.

Polillinik RSUD adalah sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal 2 Peraturan Daerah ini

BAB V
RAWAT  TINAP
Pasal 6

Setiap pasien atau keluarganya dapat mengajukan per-
mintaan kelas dimana penderita akan dirawalb, sesual
dengan kemampuannya

Apabila pasien dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
perawatan ternyata tidak <sanggup menanggund biaya
perawatan di kelas dimana penderita dirawat dan
dipandang perlu untuk memperpanjang perawatan, maka
pihak RSUD dapat memindahkan pasien tersebut ke kelas
sesual dengan kemampuannya.

Pasal 7

Orang yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan permo-
nonan untuk dibebaskan dari biaya perawatan dengan
membawa surat ketesrangan dan kepadanya dirawat di
Kelas JIII B dengan cuma—-cuma.

Orang yang kurang mampu dapat menyatakan permohon—
an Kkeringanan biaya perawatan dengan membawa surat
keterangan dan kepadanya dirawat di Kelas III B.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
(2) Pasal ini, harus diserahkan selambat-lambatnya 2
% 24 jam setelah yang bersangkutan mulai dirawat.

Pasal 8

Khusus untuk penderita kehakiman atau tahanan dari
yang berwajib ditetapkan dirawat di Kelas III B.

pasien kehakiman atau tahanan dari yang berwajib
dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila
dikehendaki oleh pasien atau keluarganya atas 1zin
yang berwajib.

RSUD tidak hertanggung jawab apabila penderita ter-
sebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, melarikan diri.

Pasal 9

Setiap pasien yang akan dirawat di RSUD yang membawa
surat pengantar dari dokter yang bertugas di RSUD
dapat langsung diterima untuk dirawat.

(2) Ssetiap .....



(2)

(3)

(4)

3)

()

(1)

Setiap pasien yang akan dirawal di RSUD yang tidak
membawq surat pengantar dari dokter yang bertugas di
REUD dilayani di Instalasi Gawabt Darurat Medis.

Jangka waktu perawatan di Instalasi Gawat Darurat
Medls sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maksi-
mal 24 (dua puluh empat) jam.

Setelah 24  (dua puluh empat) jam, maka dokter yang
merawat penderita harus merekomendasikan untuk
dirawat lebih lanjut di ruang rawat inap, instalsi
perawatan intensif, ruang rawat intermediet atau
rawal jalan.

BAB VI
TATA TERTIB RSUD

Bagian Pertama
Waktu Beirkunjung

Pasal 10

Pgsien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat
dikunjungi 2 (dua) kali sehari pada pagi dan sore.

Dalam hal-hal tertentu pasien yang sedang dirawat
Fidak dibenarkan untuk dikunjungi, kecuali dengan
1zin khusus dari dokter yang merawatnya.

Ketentuan jam berkunjung dan tata tertib pengunjung
akan diatur lsbih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua
Penunggu Penderita

Pasal 11

Penderita yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat
ditunggu oleh Keluarganya atas izin tertulis dari
dokter yang merawatnya.

Pasien hanya dibenarkan ditunggu oleh seorang penung-
gu.

Tata tertib penunggu akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur RSUD.

Bagian Ketiga
Pakaian Penderita

Pasal 12

RSUD menyediakan pakaian bagi penderita yang berada
dalam perawatan di Instalasi Rawat Inap, Ruang
Perawatan Intermediet atau di Instalasi Perawatan
Intensip.

Penderita dapat memakal pakaian sendiri dengan
ketentuan harus rapil dan sopan.

Bagl penderita penvakit menular, wajib memakal
pakaian dari RSUD.



(1)

(3)

(1)

(2)

10

Bagian Keempal o
Barahg-barand milik penderied

pasal 19
dibenarkan

suD pidak
i dan benda

dirawal di 3
perh1asan

penderita yand
Lc1j«flm, Udrlg 3

membawa senjata
parharga lainnya.
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

Jititipkan kepada pirektur rsub atau

Barang-barang
dan diberikan tanda buktl

ini, dapat ¢ . .
petugas yand ditunjuk
penerimaan.

dimaksud ayat

sebagaimand
yar tanggung

arang-barang :
dititipkan dil

Kehilangan b
yang tidak

(1) Pasal ini,
jawab RSUD.

Ragian Kelima

ggal Dunia dan Pengurusan Jenazah

penderita Menin

pasal 14

Apabila penderita yang diramat meninggal dgnia; maka
dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera

memberitahu kepada keluarganya.

g meninggal dunia, sesudah 2 (dua) jam

ke kamar mayat.

karena suatu penyakit

pemulasaraan jena~
lakukan di

kan kepada

Penderita yan
harus dipindahkan

penderita yang meninggal dunia
menular, untuk kepentingan umuin i
zahnya (memandikan dan mengkafani) harus di
RSUD dan biaya pemulasaraan jenazah dibeban

keluarga penderita.
pasal 15

lan jenazah dan penyerahan surat keterangan

pengambi
i kamar mayat.

kematian dilakukan d
a dalam jangka waktu 2 X 24 jam, jenazah tidak

diurus atau diambil oleh keluarganya, maka RSUD dapat
melakukan penguburan jenazah tersebut dengan bilaya

penguburan dibebankan kepada keluarganya.

Apabil

idak mempunyal atau tidak diketa-

Bagi jenazah yang t
ka pemulasaraan jenazah dan pengu-

hui keluarganya, ma
burannya dilaksanakan oleh RSUD.

BAB VII
AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH
pPasal 16

RSUD menyediakan ambulans untuk keperluan pengangkut-
an penderita.

RSUD menyediakan mobil jenazah untuk keperluan
pengangkutan jenazah.

embulans tidak diperbolehkan untuk mengangkut
jenazah.

(4) Permchonan ....



(a) Permohonan

diasul liflﬂ Pemaliartan anbulans  dan mobil Jenazan
. ‘an kepada Direkt 3 ate atugas  y.
ditunjuk . <t un RSUD atau pe gas  yang
BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN

BAGT PESERTA ASURANST KESEHATAN
DAN JAMTINAN

PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYN

Pasal 17

(1) Peserta asuransi kesehatan atau Jaminan pemeliharaan
kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan ke -

sehatan di kelas Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Apabila peserta asuransi kesehatan dan jaminan
pemeliharaan kesehatan lainnya atau keluarganya
menghendaki kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka
selisih biaya sebagaimana diatur dalam Perabturarn
Qaerah 1ni dengan biaya yang ditanggung oleh pemberi
J@minan atau sesuai dengan ikatan kerjasama antara
Pihak asuransi kesehatan dan Jaminan pemeliharaan

Kesahatan lainnya dengan RSUD menjadi tanggung jawab
peserta.

(3> Tarif pelayanan Kesehatan bagi peserta Asuransi
Kesehatan dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SURBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi

Pelavanan Kesehatan,
retribusi atas jasa pelay

dipungut
anan kesehatan di RSUD.
Pasal 19

Obyek retribusi adalah setia

P pelayanan kesehatan di RSUD
sebagaimana dimaksud Pasal 3

Peraturan Daerah ini.
Pasal 20

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan
memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD .

yang
BAB X
GOLONGAN RETRIRBUSI
Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi
Jasa umuim.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

B



Reise]

W LAVanat Rescnatao bt ber b

LA NA T oeihaguiidian 3

A dlde Junls,  penodauineda Sarans dan prazacang e

lavanan keschatan Robin

PRUMGIP PERNETAPAR . PEMGHTURAN DAM SESARNYA
Fal TR IS
Gadran pertoamao .

Miinsie Fenctapan dan pongaturan Tarif Retribusi

[ n 4
Hasal

Praincip penctapan tarit Retribusi Pelavanan
EsUl adalah dengan mempertimbanghkan pomakalai
alat-atat medis, subsidi =ilang antar kKelas di
biava akomodosil pasion rawat 1nap.

Pazal 24

(LY Tarit Retribusl  Pelayvanan Keochatan U0 wang diatu

dalam Peraturan Dacerah inil, melipoti celutub tardd
Retribusi Pelavanan RSUD di luar tarif Rebil 1
Pelavanan Rawat Inap Kelas Utama [, Utama IT,

TT1T., Utama IV @&, Utama 1Y B dan Kelas 1

2,
1

(2 Tarit Retribusi Pelavanan Rawat Inap Kelas Utama T,
Utama II, Utama III, Utama IV &, Utama IV & dan kclac
T, diatur lebih lanjut: dalam Keputusan Supati dendgan
portimbangan Pimpinan. Dewan Perwakilan Rakyat Doccab
Kabupaten Kudus. ‘

Bagian kedua
Tarif Retribusi Rawat Jalan

Pasal 25

(1) Tarif Retribusi pelavanan kKesehaten <1 Instalasi
Rawat Jalan (poliklinik) adalah sebagai berikut

a. pemeriksaan cleh Dokter Spesialis, dikenakan biava
sehbesar Rp. 2.000,~ (cembilan ribu rupiah) per sé-
kalil kunjungan dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa .Sdrdna,. sepbesar RpL’3.200,< (tiga ribu

lima ratus rupiah)
) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu
lima ratus rupiah)
%) Jasa Medis, sebe
ruplah).

2ar Rp. 4.000 - (empat ribu

. pemeriksaan  oleh ODokter Unum, dikenakan blayva

sebezar Rp. &.000,- (enam ribu rupiah) per sekall

kunjungan dengan perincian sebagal berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 3.000.,- (tiga ribu
P ralt )

21 Jasa
ruUpian)

A) Jasa Medis, sebesal R, 2,000, - (dua ribu lima
ratus rupilah)

>erawatain, sebesarr Rp. 1.000,- (seribu

(Z2) Pelayvanan .....

>



(2)

(1)

(2)

di Ins Lalasl Gawal
17,000,
sebagal

rawat gjalan
apnbasal Rp -

Pelayandan Lasehatan
per LG 1 an

Daruratb Medis, dilkenakan b1;1y-\'
vupiah), dengan

(dua belas T ibu
berikut ) empat ribu
a. Jasa Sarand, sebesar RpP. 4.000, (emne
Ll pasar  RP 5.000,~ (dua ribu
b. Jasa K”PPFdelJH, sabesa e
rupiah) e i A - (enam © ibu rupi an) .
aebrs. - O - ’

C. Jasa Hl’d | S
IdbO(JtHrLUmv

ksaan diag
Lindakan

] Y e yar bl
Tarif pelayanan penungand megxn Jﬁpb'f{”ﬂ
Lilitasi Medik dan pemet t
N eratbifl,

radiologi, Rehal ! »
nostik elektlr omedik serta Li n‘:i,-xl‘(,«ln _OKT e o e
gigi dan mulut, AN s e dlnf{Lhﬂngnru tarif
= M 1 ¢t - < Ana 5
(poliklinik) ditetapk8S PLol di kelas ITIA

Jalan

pelayanan penunjand medis dan tindakar

Baglan Ketiga
TariT relribusi Rawabt Inap

pasal 26

Tarif Akomodasi dan Jasa Keperawatan adalah sebagal
berikut

' s hecar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima
a. Kelas II, sebesat Rp. 10.5 g g

ratus rupiah) per hari dengan perincian

berikul ) )

1) Jasa sarana, sebesar Rp. &.000,- (delapan ribu
% iah) )

Sl Rp. 2.500,~ (dua ribu

2) Jasa Keperawatan, sebesar
lima ratus rupiah).

b. Kelas IIT A, sebesar Rp. 8.000,- (delapan Arlbu
rupiah) per hari dengan perincian sebagal berlkgt:
1) Jasa sarana, sebesar Rp- &.000, - (enam ribu
rupiah)
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,
rupiah).

(dua ribu

velas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar
Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari.

d. Instalasi Gawat Darurat Medis, sebesar
Rp.14.500,~ (empat belas ribu lima ratus rupiah)
per hari dengan perincian sebagail berikut:

1) Jasa sarana, sebesar Rp. 10.500, - (sepuluh ribu
1ima ratus rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 4.000,- (empat

ribu rupiah).

Tarif Visite dan Konsultasi Dokter adalah sebagal
berikut

a. Kelas II,
1) Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, a&atau
psikolog, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
per hari ;

2) Dokter Spesialis, sebesar Rp. &.000,- (enam
ribu rupiah) per hari.

b. Kelas III A,

1) Dqkter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, atau
psikolog, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu 1lima
ratus rupiah) per hari ;

2) Dokter .....



i B w1,

7) Dokter gpesial 5, sebesal Rp

ribu rupiah) per hail.

c. Kelas 111 B, Lidak dikenalkan biayd
Konsullasi dokter.

d. Instalasi Gawal parurat Med%ﬁ: e
1) Dokter Umum,  PokLer QLgJ. (and

psikolod, sebesar
piah) _ i
7) Daokter gpesialls, sabesar Rp-

pelas ribu rupiah) per harl

Rp 6 AOOO ’

biaya Palirl

violle

5_ooﬁ‘ (1§m..;

dan

Gizi, -atau
ribu o ru-

12.000,- (dua

g lama 14

% S vieile ter dikenakan -

(3) Untuk Visite Dokter onderita untuk
: ) iy . +n untuk pende int
(empal belas hari), sedangkan rtany, piaya visite

J dirawal oleh dokte

penderita yan
pcrawatan.

dihitung dari harl

(4) Bagi penderita rawat inap yand ditugggq'g
ganya dikenakan biaya pemakalan.Fa%}}lPda
10 % (sepuluh persen) dari biaya

sar ! ;
asi sesual kelas yang ditempatl.

alkomod

Bagian Keempat )
Tarif Retribusi Tindakan Medis operatif

pasal 27

(1) Tarif Retribusi Tindakan Medis Ope
adalah sebagal berikub :

Medis operatif Khusus,

a. Tindakan )
5 lima pu

Rp. 450.000,- (empat ratu
per tindakan dengan perin

1eh keluar-
FsubD sebe-
jasa sarana

ratif di Kelas II

sebesar

luhb ribu rupiah)
cian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 150.000.- (seratus
1ima puluh ribu rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan, sebesair Rp- 25.000. - {dua
puluh lima ribu rupiah) ;
3) Jasa Medis, sebesar Rp. 275.000.- (dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).
Medis Operatif Besar, sebesar

b. Tindakan
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima
per tindakan dengan perincian se
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 110.000.-

sepuluh ribu rupiah) ;

?) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 20.000.-

puluh ribu rupiah) ;

puluh ribu rupiah)
bagal berikut

(seratus

(dua

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus

dua puluh ribu rupiah).

c. Tindakan Medis Operatif Sedang,

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

sebesar
rupiah)

per tindakan dengan perincian sebagal berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp.B0.000.- (delapan puluh

ripu rupiah) ;

2} Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000.- (lima

belas ribu rupiah) ;

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima

puluh lima ribu rupiah).

d. Tindakan .....



d. Tindakan i b i . -

Rp. 120.000 V?Ed(ti‘ Jll'LJ(f?m;j'uaa\tlr lul KLC;I ok
5 cial W0, (serat S du pu uh Fl u rqplah) pei
an dengan perincian sebagai berikul
1 Jgsa Sarana, sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh

.. "ibu rupiah)

2) Jgsa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh
ribu rupiah)

3) Jasa Medis, sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh
ribu rupiah).

e. Tindakan Medis  Operatif Sederhana, sebesar
Rp. 45.000,- (empat puluh 1lima ribu rupiah) per
tindakan dengan perincian sebagal berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh
ribu rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.5.000.~ (lima ribu
rupiah)

I) Jasa Medis, sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh
ribu rupiah).

(2) Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Kelas IIIA
adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Medis Operatif “husus, sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
per tindakan dengan perincian sebagai berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 80.000.- (delapan
puluh ribu rupiah) :

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000.- (lima
belas ribu rupiah) ;

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 155.000.- (seratus
lima puluh lima ribu rupiah).

b. Tindakan Medis Operatif Besar, sebesar
Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) per tindakan dengan perincian ssbhagai
berikut -

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 65.000.- {enam puluh
lima ribu rupiah) :

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh
ribu rupiah) :

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 100.000.- (seratus
ribu rupiah).

c. Tindakan Medis Operatif Sedang, sebesar

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per

tindakan dengan psrincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 47.500.- (empat puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah) :

2) Jasz Keperawatan, sebesar Rp. 7.500.- (tujuh
ribu lima ratus rupiah) ;

3) Jasa Medis, sebesar Rp.55.000.- (sembilan puluh
lima ribu rupiah).

Tindakan Medis Operatif Kecil, sebesar

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tindakan

dengan perincian sebagal berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh
ribu rupizh)

2) Jasa Keparewétan, sebesar Rp. 5.000.- (lima
ribu rupiah) _

3) Jasa Medis, ssbesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh
lima ribu rupiah).

2. Tindakan .....



\
(2)
\+ )/

(4)

(5)

(1)

@ Tindakan Media

R 10 A Operatif Sederhaia,  sabesar
! 40 0O - { o . : N
Ta jAf‘.MUO, \«uuu1y puluh  dua ribu rupiah) per
i\“lﬁu¢w dengan perincian sebagal berikul
/ovdsasarana, sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu
rupiah)
2) Jasa

t Keperawatan, sebesay Rp.3.000.~ (Liga ribuy
rupiah)

3 qa§a Medis, sebesar Rp. 27.000.- (dua puluh
CUjuh ribu rupiahy .

Tarjf Retribusi Tindakan Medis Operatif di Kelas I11B
Adalah sebagai berikut

a. Tindakan Medis Operatif Khusus, hanya dikenakan
Jasa sarana sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu
ruplah)

b. Tindahdn Medis Operatif Resar,

Jasa sarana sebesar Rp. 55.000 . -
Fibu rupiah)

hanya dikenakan
(Lima puluh Yima

C. Tindakan Medis Operatif Sedang, hanya dikenakan
JAsa sarana sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

d. Tindakan Medis Operatif Kecil, hanya dikenakan

jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah)

Tindakan Medis Operatif Sederhana, hanya dikenakan

Jasa sarana sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Instalasi
Gawat Darurat Medis yang tidak termasuk dalam tindak-
an medis operatif khusus, besar, sederhana, kecil,
atau sederhana, adalah sebesar Rp. 27.000,~- (dua
puluh  tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagail

berikut :
a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) :

b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

c. Jasa Medis, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah).

Penetapan tindakan medis operatif dalam tindakan
medis operatif Khusus, besar, sedang, kecil, atau

sederhana akan diatur lebih lanjut oleh Direktur
RSUD.

Pasal 28

Apabila di dalam tindakan medis operatif tersebut
dilakukan pembiusan oleh Dokter Spesialis Anesthesi,
dikenakan biaya pelayanan anasthesi sebesar 30 %
(tiga puluh persen) dari biaya tindakan medis opera-
tif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4)
Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Seorang penderita hanya dikenakan 1 (satu) macam
pembiayaan tindakan medis operatif yang tergolong
besar, walaupun ada beberapa kasus penyakit atau
tindakan.

(3) Apabila .....



() Apabila pende

dan masip g Fita memerlukan Lindakan ope
e 3Lh dalam masg Perawatan hanya dikenakan
Jasa sarapa. ;

(1) Tdi-if
adalah sebagai

Ais

b

(2) Tarif Persalinan Normal
adalah sebagai berikut

a.

0

‘asl ulangan
blaya

o Bagian Kelima
Tarif Rebribuysi Persalinan
Pasal 29

Persalinan Normal yang dilakukan oleh Bidan
berikut
Kelas II, sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat

pulyh‘lima ribu rupiah) per persalinan dengan
Perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar
"ibu rupiah)

2) Jasa Persalinan,
puluh ribuy rupiah)

3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000, -
belas riby rupiah).

Rp. ¢0.000,- (enam puluh
sebesar Rp. 70.000,- (tujuh

(lima

Kglas IIT A, sebesar Rp. 105.000, -
ribu rupiah) per
berikut -

(seratus lima
salinan, dengan perincian sebagai

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 45.000, -
lima ribu rupiah)

2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 60.000, -
puluh ribu rupiah)

3) Jasa keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

(empat puluh

(enam

Kelas III B, hanya dikenakan Jasa sarana sebesar
Rp. 40.000, - (empat puluh riby rupiah).

yang dilakukan oleh Dokter

Kelas II, sebesar Rp. 210.000,- (dua r

ribu rupiah) per persalinan,

sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. &0.000, -
ribu rupiah) :

2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 135.000, -
tiga puluh lima ribu rupiah) :

3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000, -
belas ribu rupiah).

atus sepuluh
dengan perincian

(enam puluh
(seratus

(lima

Kelas III A, sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat

puluh lima ribu rupiah) per persalinan, dengan

perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh
lima ribu rupiah) :

2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan
puluh ribu rupiah) :

3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Kelas III B, hanya dikenakan jasa‘sarana sebesar
Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

(3) Persalinan dengan tindakan hanya dapat dilakukan oleh
Dokter denga tarif sebagai berikut

a. Kelas II



a.

Kelas II, sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh

Dgluh ribu rupiah) per persalinan, dengan perin-

Clan sebagai berikut

1) Jasa  Sarana, sebesar Rp. 80.000,- (delapan

puluh ribu rupiah) :

2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 170.000,- (seratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

) Jasa  Keperawatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah).

[#5}

Kelas II1 A, sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembi-

lan puluh lima ribu rupiah) per persalinan, dengan

rincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh
ribu rupiah)

2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 120.000,- (seratus
dua puluh ribu rupiah)

J) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima
belas ribu rupiah).

Kelas III b, hanya dikenakan jasa sarana sebesar
Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum
termasuk biaya dokter spesialis anak, sebesar 20 %
(dua puluh persen) dari jasa persalinan.

(5)

(1)

Tarif perawatan bayi, sebesar 50 % (lima puluh per-
sen) dari tarif perawatan ibu.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Radiologi

Pasal 30

Tarif Pelayanan Radiologi di kelas II, adalah sebagai
barikut

&

Pelayanan Radiologi Canggih, sebesar Rp. 15.500,-

(sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,

dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas
ribu lima ratus rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan,sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah).

Pelayanan Radiologi Besar, sebesar Rp. 14.500,-

(empat belas ribu lima ratus rupiah) per pela-

yanan, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu
lima ratus rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga
ribu rupiah).

Pelayanan Radiologi Sedang, sebesar Rp. 13.500,-

(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,

dengan perincian sebagai berikut

1} Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu
lima ratus rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan,sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah).

Pelayanan Radiologli Kecil, sebezar Rp. 12.500,-
(dua belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagal berikut



(

)

=)

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu
lima ratus rupiah) ; .

?) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu
rupiah).

e. Pelayanan Radiologi Sederhana, sebesar Rp.11.500,-
(sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu

lima ratus rupiah) ; ) )
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu
rupiah) .

Tarif Pelayanan Radiologi di kelas IIT A, adalah
sebagai berikut

a. Pelayanan Radiologi Canggih, sebesar Rp. 14.500,-
(empat belas ribu lima ratus rupiah) per pela-
yanan, dengan perincian sebagail berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 12.500,- (sebelas ribu
lima ratus rupiah) ; )

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

b. Pelayanan Radiologi Besar, sebesar Rp. 13.500,~-
(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu

lima ratus rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan,sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

c. Pelayanan Radiologi Sedang, sebesar Rp. 12.500,-
(dua belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu

lima ratus rupiah) ;
?2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

d. Pelayanan Radiologi Kecil, sebesar Rp. 11.500,-
(sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagal berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu

lima ratus rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

. Pelayanan Radiologi Sederhana, sebesar Rp.10.500,-
(sepuluh ribu lima ratus rupiah) per pelayanan,
dengan perincian sebagal berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu

lima ratus rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan,sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

Tarif Pelayanan Radiologi di kelas III B, adalah
sebagal berikut

a. Pelayanan Radiolaogi Canggih, hanya dikenakan biaya
Jasa Sarana sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu
lima ratus rupiah) per pelayanan ;

b. Pelayanan .....



(4)

(1)

(1)

b. Pelayanan Radiologi Besar
J@sa Sarana sebesar
lima ratus

hanya dikenakan bLaya
_ Rp. 10.500,- (sepuluh ribu
rupiah) per pelayanan :
Pelayanan Radiologi

Jasa Sarana sebesar
lima

Sedang, hanya dikenakan biaya

Rp. 9.500,- (sembilan ribu
atus rupiah) per pelayanan

d. Pelayanan Radiologi Kecil, hanya dikenakan biaya

Jaza Sarana sebesar Rp. B8.500,- (delapan ribu lima
ratus rupiah) per pelayanan :

Pelayanan Radiologi Sederhana, hanya dikenakan
biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah) per pelayanan.

Tarif pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud ayat

(1), (2). dan (3) Pasal ini, belum termasuk harga
film

Penetapan pelayanan Radiolo
logi sederhana, kecil,
akan diatur

gi kedalam pelayanan radio
sedang, besar, dan canggih
lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketujuh
Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiologi
dengan Tindakan

Pasal 31

Tarif Retribusi Pemariksaan Radiologi dengan Tindakan

di Kelas IT, dikenakan biaya atas Jasa tindakan medis
sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per
tindakan.

Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiologi dengan Tindakan

di Kelas III A, dikenakan biaya atas Jasa tindakan
medis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
per tindakan.

Kelas III B, tidak dikenakan biaya atas jasa tindakan
pemeriksaan Radiologi dengan tindakan.

Bagian Kedelapan
Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 32

Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederha-
na adalah sebagai berikut -

a. Kelas II, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
per pelayanan dengan perincian sebagal berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu
rupiah) :

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

b. Kelas III A, sebesar Rp. 3.000,-

(tiga ribu ru-
piah) per pelayanan dengan

perincian sebagai

berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah)

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).

c. Kelas III B



Jasa Sarana sebesar

anya dikenakan
slas II1 B, hanya dikena gt prialecty
e ﬁ;laa ééo ~ (dua ribu rupiah) per pelaya
.y irasi  Medis Sedang
(2) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasl

adalah sebagai berikut : o
] -ibu rupla
a. Kelas II, sebesar Rp. 7.poo,J (Fiiz;iltzrikut
Dér pelayanan dengan perincian 26060 N g iy
lj Jasa Sarana, sebesar Rp. 9. ,
rupiah)
2) Jaga Keperawatan, sebesar Rp.
rupiah).

2. 000,- (dua ribu

(enam ribu ru-

00, - o
R Gl ncian sebagal

Kelas III A, sebesar -
sy pelayanan dengan perl

piah) per -
it - ima ribu
?§[3;sa Sarana, sebesar Rp. 5.000, (11
oy = ribu
2) SggéaK;perawatan, sebesar Rp. 1.000,- (se
rupiah).

4 sar
c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebe

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pelayanan.

- : . -
(3) Penetapan pelayanan Rehab111t351 Me%;ﬁ ;:g;igmagan
layanan Rehabilitasi Medlk-SederhaQ? an
diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kesembilan
Tarif Tindakan Kolaborasi / Dependency

Pasal 33

(1) Tarif Tindakan Kolaborasi/Dependency yang_dilagsanaj
kan oleh Dokter/Tenaga Medis adalah sebagai berikut

a. Kelas II, sebesar Rp. 5.000,- (lima.ribu.ruplah)
per Tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ; ' '
2) Jasa Medis, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah).

b. Kelas III A, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu
rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai
berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima
ratus lima puluh rupiah) :

2) Jasa Medis, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
rupiah).

c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar
Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tindak-
an.

(2) Tarif Tindakan Kolaborasi/Dependency yang dilaksana-
kan oleh Tenaga Paramedis adalah sebagal berikut -

a. Kelas II, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
per Tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
1) Jasa  Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah)
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah).

b. Kelas III A




(1) Tarif Retribusi Tindakan
adalah sebagai berikut

a.

Kelas III_A, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) per tindakan dengan perincian se -
bagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima
ratus lima puluh rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).

Kelas I1T B, hanya

Rp. 1.500,

an.

dikenakan Jasa Sarana sebesar
(seribu lima ratus rupiah) per tindak-

Bagian Kesepuluh
Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 34

Gigl dan Mulut di Kelas 1T,

Tindakan Gigi dan  Mulut Khusus, sebesar

Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per

tindakan, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh
ribu rupiah)

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) ;

3) Jasa Medis, sebesar Rp.90.000,~ (sembilan puluh
ribu rupiah).

>

Tindakan Gigi dan Mulut Besar, sebesar

Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per

tindakan, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 16.000,- (enam belas
ribu rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 4.000,- (empat
ribu rupiah).

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh
lima ribu rupiah).

Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, sebesar

Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tindak-

an, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu
lima ratus rupiah) :

2) Jasa Keperawatan,sebesar Rp. 2.000,-
rupiah) :

3) Jasa Medis, sebesar Rp.

- ribu lima ratus rupiah).

(dua ribu

18.500,- (delapan belas

Tindakan Gigi dan Mulut Kecil,

(duaz puluh ribu rupiah) per

perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 7.500, -
lima ratus rupiah)

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu
lima ratus rupiah) :

) Jasa Medis, sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu
rupiah).

sebesar Rp.20.000,-
tindakan, dengan

(tujuh ribu

]

Tindakan Gigi dan Mulut Sederhana, sebesar
Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tindak-
an, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa



1) Jasa  Sarana, sebesar Rp. 5.500,~ (1lima ribu

o lima ratus rupiah) -

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah)

3) Jasa Medis, sebesar R

p. 6.500,- (enam ribu lima
ratus rupiah).

(2) Tarif Retribusi Tindakan Gigi dan Mulut di Kelas

111 qa,

a.

adalah sebagai berikut

Tindakan Gigi  dan Mulut  Khusus,  sebesar

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per

tindakan, dengan perincian sebagal berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh
tiga ribu rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh
ribu rupiah)

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh
ribu rupiah).

Tindakan Gigi dan Mulut Besar, sebesar

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tindak-

an, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 14.000,- (empat belas

ribu rupiah)

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga
ribu rupiah) ;

) Jasa Medis, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh
tiga ribu rupiah).

(2}

Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, sebesar

Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per

tindakan, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu
lima ratus rupiah) :

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu
lima ratus rupiah) :

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas
ribu rupiah).

Tindakan Gigi dan Mulut Kecil, sebesar Rp.17.000,-

(tujuh belas ribu rupiah) per tindakan, dengan

perincian sebagai berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu
rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu
lima ratus rupiah) :

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu
lima ratus rupiah).

Tindakan Gigl dan Mulut Sederhana, sebesar

Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per

tindakan, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
ratus rupiah) ;

3) Jasa Medis, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima
ratus rupiah).

(3) Tarif Retribusi Tindakan Gigi dan Mulut di Kelas III
B, adalah sebagai berikut -

a. Tindakan .....



(4)

a. Tindg: o AL
Tindakan Gigi dan Mulut Khusus, hanya dikenakan

Jé;d ?a«§na sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga

3 ;fJU ruplah) per tindakan

2. Tindakan  Gigi  dan  Mulut Besar, hanya dikenakan
Ja33 sarana sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu
"upiah) per tindakan

C. Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, hanya dikenakan
Jasa sarana sebesar Rp. B.500.- (delapan ribu lima
ralus rupiah) per tindakan

4. Tindakan Gigi dan Mulut Xecil, hanya dikenakan
Jasa sarana sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)
per tindakan

8. Tindakan Gigi dan Mulut Sederhana, hanya dikenakan
Jasa sarana sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
per tindakan.

Penetapan Lindakan gigi dan mulut kedalam tindakan
glgi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan

khusus akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kesebelas
Tarif Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 35

(1) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas TI

(2)

adalah sebagai berikut

a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, sebe-
sar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per
pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh
tiga ribu rupiah) ;

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, sebesar
Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per
pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu

lima ratus rupiah) ;
2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).

Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas
III A, adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, sebe-
sar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus
rupiah) per pemeriksaan dengan perincian sebagai
berikut :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 20.500,- (dua pulth
ribu lima ratus rupiah) :

2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per
pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu

lima ratus rupiah) ;
2) Jaza Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).

(3) Tarif .....



(3) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas
I1T B, adalah sebagal berikut

a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, hanya
dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 201500,' (dua
puluh ribu lima ratus rupiah) per pPW@Flk?daﬁ‘

b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, hanya
dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 6.500,- (enam
ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan ;

(4) Penetapan Pemeriksaan Diagnostik FlegtromHQIkdﬁﬁ
dalam pemeriksaan Diagnostbik Flektromedik Kecil dan

Sedang akan dialur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua Belas .
Tarif Retribusi Tindakan Psikologls

Pasal 36

(1) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas II(
sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pei
tindakan dengan perincian sebagai berikut ;
a. Jasa Sarana., sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) ;
b. Jasa Keperawatan,
rupiah).

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

(2) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas ;II A,
sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per tindak-

an dengan perincian sebagai berikut )

a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu ru-
piah) ; :

b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

(3) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas III B,
hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 6.000,- (enam
ribu rupiah) per tindakan.

Bagian Ketiga Belas
Tarif Laboratorium

Pasal 37

(1) Tarif Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap permintaan konsultasi kepada Dokter Ahli
Patologi Klinik/Patologi Anatomi, dikenakan biaya
konsultasi sebagai berikut :

Kelas II, sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) :

a.

b. Kelas IIT A, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah) ;

C. Untuk Kelas III B, tidak dikenakan biaya konsulta-
Si.

Bagian Keempat Belas
Tarif Ambulans

Pasal 38

Tarif ambulans RSUD ditetapkan sebagai berikut



Untuk jarak kurang dari 15 (lima belas) km dikenakan

biaya sebesar fp. 35 000,- (tiga puluh lima ribu
rupiah), dengan perincian sebagai berikut ‘
1) Jasa Sarana, sebesar Rp.  25.000,~ (dua puluh Tima

ribu rupiah) Vvori
2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 10.000,- A
rupiah) .

Untuk jarak lebih dari 15 (lima belas) km dikenakan

biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo

meter pulang pergi, dengan perincian sebagal b?rlkUP :

1) Jasa Sarana, sebesar Rp 1.500,- (seribu lLima
ratus rupiah)

2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp.
rupiah).

500,- (lima ratus

Biaya tunggu, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
per jam dengan tarif minimal 1 (satu) Jjam.

Bagian Kelima Belas
Tarif Mobil Jenazah

pasal 39

Tarif mobil jenazah RSUD ditetapkan sebagai berilutl

a.

Untuk jarak kurang dari 15 (lima belas) “m dikenakan

biaya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

dengan perincian sebagail berikut ) )

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. J0.000, (tiga puluh ribu
rupiah) ; )

2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Untuk jarak 1lebih dari 15 (lima belas) km dikenakan
biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah?
per kilo meter pulang pergi, dengan perincian sebagail
berikut

1) Jasa Sarana, sebessar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus
rupiah).

Bizva tunggu, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

nzr jam dengan tarif minimal 1 (satu) jam.

Bagian Keenam Belas
Tarif Pemulasaraan Jenazah

Pasal 40

(1) Tarif pemulasaraan jenazah di RSUD ditetapkan sebagai

berikut

a. Untuk jenazah sampai dengan 3 (tiga) hari dikena-
karn biaya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima
ribu rupiah), dengan perincian sebagail berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;
2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh
ribu rupiah).

b. Untuk jenazah 1lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan
biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu
rupiah), dengan perincian sebagal berikut



~
rJ
st

Per

1) Jasa Sarana
rupiah)
2) Jasg

sebasar Rp. 5.000,- (lima ribu

Pglayaﬁan. sebesar Rp. 75.000,- (tujuh
Puluh lima riby rupiah).

Untuk Jenazah

) rusak atau  busuk  dikenakan biaya
sebesar Rp.

130.000,- (seralus tiga puluh ribu ru-

Plah), dengan perincian sebagal berikut
1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima 1ibu
rupiah)

2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 125.000,- (seratus
dua puluh lima ribu rupiah).

(o8

Untulk penitipan jenazah dikenakan biaya <sebesar

Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus vupiah) per

hari dengan jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari, dengan perincian sebagai berikut

1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah)

2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah).

1)

Biaya sebagaimana tercebut ayat (1) Pasal ini, belum
termasuk bahan dan perlengkapan pemulasaraan jenazah.

Bagian Ketujuh Belas
Tarif Pelayanan Medico Legal (Visum et Repertum)

Pasal 41
Pemeriksaan luar, sebesar Rp. 14.000,- (empat belas
ribu rupiah) per pemeriksaan, dengan perincian seba-
gal berikut

a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) :

b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

c. Jasa Medis, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu ru-
piah).

Pemeriksaan dalam (otopsi), sebesar Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perinci-

an sebagai berikut :

a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah) ;

b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) ;

c. Jasa Medis, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh
ribu rupiah).

Bagian Kedelapan Belas
Tarif Permintaan Surat Keterangan

Pasal 42

mintaan Surat Keterangan Dokter, Surat Berita Acara

Pemeriksaan Pasien, dan Surat Keterangan lainnya dikena-

kan
sur

a.

b.

biaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per
at keterangan, dengan perincian sebagal berikut

Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Jasa Pelayanan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bagian .....



¢

Bagran Kasembilan Balw
Taril Cito

Pazal 43

Raaarnyg R .
fat amat um serta tindakan medis dan terapt yang LBEl=%

LAl Segera {(cito) dikenakan tambahan tarifl D1aya
cito sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif Jasa
pelayanan unluk masing-masing jenis pemeriksaan =
kelas dan dikembalikan sepenubnya pada pelugas pelat

Ragian Kedua puluh
Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 44

(1) Tarif Pelayanan lain-lain ditetapkan sebagat berikut:
a. Praktek siswa umum, sebesar Rp. 10.000,~ (sepull

ribu rupiah) per bulan per =istd . o L
b. Praktek mahasiswa D3 Pendidikan Kesghabtan, Sebne-

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bUizn
mahasiswa . . .
c. Praktek mahasiswa D3 Pendidikan non Keszaat )
besar Rp. 15.000,- (lima belas ribu . rupls :
bulan per mahasiswa ; ‘ o
d. Praktek mahasiswa g1 Kedol teran. oL

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupizh) P2
mahasiswa ;

e. Praktek mahasiswa sI ; hacan _
Rp.25.000,~ (dua puluh Yima ribu rupiah) prr DULS
per mahasiswa ; o . )

f. Praktek mahasiswa umum  URLLE enslitian Karys

. . ~n id o - }
tulis, sebesar Rp. 10.000,- 1 b rusian
per bulan per mans :

g. Praktek Harv awan Rp. 0 Q-
(seratus lima pulun ner hulan  pet
L oS 1um, sehesar
" per keglatan.

(23 zhagaimana dimak
adalah selama 1
f-_;:- ! c, {:
Pasal 45

T - 9z+-inuzi Pelavanan Kesehatan di Instalasi

pe sebasar 2 x (dua kali) tarif

pelaya 1 panderita.

(21 Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Ruang Perawat-
Intermediat, sebasar 1,5 x (satu setangah kali)
asal penderita.

tarif pelayanan di kelas as

Bagian Kedua Puluh Dua
f Bahan, Nbat-obatan dan Alat Kesehata

4
Ay}
e



Pasal 4¢

(1) Semnq
belum
habig

Larif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD,
termasuk biaya bahan, obal dan alat kesehatan
pakai .

A , , .
(2) Jenis bahan dan alat kesehatan liabi- pakai ditetapkan
lebih lanjut oleh Direktur FOUD

(3) qp'alny{ tarif b?h‘ﬂ (l:t agbatan dan alat lkesehatan
habis pakai di Instala Farmasi untuk
a. penderita di  kelas II, dikenakan biaya sebesar
(1,20 x harga ru; tur) + PPN ; . o
b. penderita di lelas III A dan TIL B, dikenakan
biay. sebesar (1,15 x harga faktur) + PPN.

BAR XITT
WILAYAH PFMUNGUTAN
Pasal 47
Wilayah pemcngutan adalah Kabupaten Kudus.
RAR  XIV
5AAT RETRIAUST TERUTANG
Pamal 48

Saa0 retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya
SURD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 49

(1) Retribusi dipungut dengan  menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
dipungut pada akhir perawatan di RSUD dengan perhi-
tungkan sebagal berikut
z. hari dimana penderita mulai masuk dihitung penuh
satu hari ;

b. hari dimana penderita pulang sesudah jam 12.00 HIB8
dikenakan biaya satu hari penuh, sedangkan sebelum
jam 12 WIB dibebaskan.

BAB XVI

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
D&N PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pazal 50

(1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan
atau pembsbasan retribusi.
(2) Perutrangan keringanan, ata pembebasan pambayaran

retribusi sebagaimana dlm : uJ ayat (1) Pasal ini
hdﬂyd diberikan kepada

a. penderita .....



—
[
St

(4)

(1)

(2)

(3)

a. penderita
- Sengsqua -udak mampu (niskin)
Naerita kurang nampu

C. pendarita anc
B derila anggota veteran dan  perintis kemerdeka-

Pasal 51

PQnderiLa Lidak mampu (miskin) yang menyalakan mohon
dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus
membawa surat keterangan dari Kepala pusa/relurahan
dan selanjutnya dirawat di Kelas IIT B dengan cuma-
cuma.

Penderita  kurang mampu  Yang menyatakan mohon
pengurangan dari biaya palayanan resehatan harus

membawa suralt keterangan dari Kepala Desa/K¢JUi3hﬂn
dan selanjutnya dirawat di Kelas TTI B dan ﬁlberjkan
Leringanan biaya setinggi-tingginya 50% (lima puluh
persen) dari rebtribusi pelayanan kesehatan.

Bagi penderita anggota veteran atau perintis kemerde=
kaan yang berdomisili di Kabupaten xudus yang dapat
menunjukan kartu identitasnya dan surat keterangan
dari instansi atasannya dirawat Ji kelas I dengan

cuma-cuma.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2),
dan (3) Pasal ini, harus diserahkan selambat-

lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak mulal dirawatnya

penderita.
BAB XVII

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

pPasal 52
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

2. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam pe -
nerapan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah ;

b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
yang tidak benar.

permohonan pembetulan, pengurangan ketztapan, pang -
hapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Retribusi kepada Bupatl atau Pejabat vyang
ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain vang
disamakan dengan membsrikan alasan yang Jjelas dan
mayakinkan untuk mendukung permohonannya.

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk paling lama 3
T 1
]

jak surat permohonan sebagaimana
) ini diterima, harus sudah

BAB XVIII .....



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

RAF

WONVITY
TATACORA PEISHITUNGAN pENGENBALTAN KT LEGLHAN
PEMBAYARAN RETRIBUST

! . . O Ty T wnbayar an
Untuk Ppenghitungan pengembal ian ke]ablhdh L“d~m£huﬁ
retribusy Wajib Retribus=i harus mengajukan peic

‘N Secara tertulis kepada Bupabi

. . valoe ayat (1)
Atas dasar permohonan sebagaimana dlma%ﬁ;dgur 1159
. . : > ez gdribusi dapat la
Pasal ini, kelebihan pembayaran . re f‘ - Jf!y»nf)an utang
sung diperhitungkan terlebih dahulu dengs
relribusy.

Pasal 54

Terhadap kelebihan pembayaran r?t')bnai M{:p?;?;;;:
tersisa setelah dilakukan perhitungan 5i)ﬁg;'fﬂan
dimaksud Pasal 53 Peraturan Daerah {Q} ljfﬁz;;$45?3
SKRDLB paling lambat 2 (dua) pulan Sngkﬂff '}pr}i
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ret
busi .

Kelebihan pemb.iyarf?\” !'et.t'ibUSi S‘?hag’.”»ma:n.a 2;21tk,’:;d
ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada WﬁJlﬁkf;P;nnga
si paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkanny
SKRDLB.

Pasal 55

Alas perhitungan sebagaimana dimaksuq Pasql 53 Pfr =
aturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan
yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Pengembalian sebagaimana dimaksud Fasal 55 Peratg(an
Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perin-
tah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIX
PELAKSANA DAN PENGAWASAN
Pasal 56
Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadanz Daerah Kabupaten
Kudus.

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Dae -
rah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Instansi yang
ditunjuk.

BAB XX
KADALUWARSA
Pasal 57

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, ter -
hitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa




(2) Kadj

aluwap i
dayat () =4 Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
(1) Pasa) ini te by 2 it Y o T

3. diterp;t rtangguh apabila :
ada ;:]L¥§n sural teguran atau ; N
"Naakuan utang relribusi dari wajib retribusi

baik 1;
¢ 1"‘”‘JSUHQ mavpun tidak langsung.

(3)

Pi i : . or
(aﬁfang retribusi yang tidak mungkin ditagih 1?91
la d“a hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwar-
=< dapat dihapus.
(4) Bupat;
gﬁtribusi Daerah yang sudah lkadaluwarsa
Imaksud ayat (3) Pasal ini.

pug D tanc
menetapkan  Keputusan Penghapuzan rlqrdn%
spbagalmana

ata - . = 7 A

(5) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang u“ddh‘knr

daluwarsa sesuaji peraturan perundang-undangan ydng
berlaku.

BABE XXI
PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 58

(1) Apabila seorang penderita pulang lari, maka perhitung

an seluruh retribusi pelayanan kesehatannya akan
ditagih kepada keluarganya.
(2) Apabila keluarganya merasa keberatan atas besarnya

seluruh retribusi pelayanan kesehatap, dapat mengaJuT
kan permohonan pengurangan dan keringanan retribusil
kepada Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun
1982 tentang Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus (Lembaran Daerah Xabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Tahun 1983 Nomor 11), sebagimana diubah terakhir dengan
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor
12 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Xudus Tahun 1992 Nomor 22) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal &0
Hzl-nhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se -

panjang mengenal pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut
olen Bupati.

Pasal 61



Pasal 61l

O s s } |
Peraturan Daeral rznggal . d1

1Nl mulai iy
undanghkan. 1 mulai berlaku mad

; =Hpay > i 3 o ) 1’-?{LI|T,/«h"
?Qar SUDAaya setiap orang dapat lﬂ(‘ﬂﬂet-'lh(llny’w. m"i’ B A
can },:(i‘ﬂ{-)undaﬂgﬂl Peraturan Daerah " i dengan penemp?

ki ‘ € ’ o
nya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kudus .

Di<ahkan di Kudus

2001
pada tanggal 17 ¢ 20

"
Maret

BUPATI K1DUS .

~ MT 1M f,_Tf’.‘T ; ¥
MUHAMMAD AMIN MUN }W/ LL’j

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN . g%%=" - -
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